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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar belakang 

Pada tahun 2020 dunia internasional dikagetkan dengan wabah baru yang 

berasal dari china yaitu  COVID-19 (coronavirus disease 2019) atau biasa disebut 

sars cov 2 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona virus 

yang baru ditemukan ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal 

sebelum terjadi wabah di wuhan di tiongkok bulan desember 2019, virus ini 

menyerang sistem pernafasan penyakit ini menyebabkan gangguan ringan pada 

sistem pernafasan infeksi paru-paru yang berat hingga kematian .1 

Di Indonesia sendiri virus ini masuk pada tanggal 2 bulan maret 2020 pada 

2 WNI yang berkontak lansung dengan warga negara jepang sedang berkunjung 

ke negara Indonesia dan warga negara jepang tersebut baru tertdeteksi virus 

corona pada saat dia kunjung ke Malaysia, 2 wni ini ibu dan putrinya yang 

berumur 64 dan 31 tahun ibu dan anak ini terkena virus corona di depok, pada hari 

itu ibu dan anaknya mengikuti pesta dansa yang dihadiri tamu internasional yang 

acara tersebut dilaksanakan di amigos kemang Jakarta, keduanya mengalami 

kondisi dimana batuk-batuk dan demam dan pneumonia. mereka di rawat di rumah 

sakit mitra depok dan dirujuk rspi melianti suroso mereka berdua dinyatakan 

 
1  merry dame cristy pane , halaman 1 virus corona https://www.alodokter.com/virus-corona 

,diakses pada tanggal 5 februari 2021 pukul 20:00 

 

https://www.alodokter.com/virus-corona
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positif virus corona setelah diperiksa oleh litbanggkes, keadaan mereka sekarang 

sudah sembuh karena virus corona tidak besar kesempatan membunuh tetapi jika 

seorang tersebut terkena penyakit bawaan di tubuh contoh terkena penyakit asma 

dan terkena virus corona itu kesempatan virus corona lebih tinggi untuk 

membunuh daripada yang tidak ada penyakit bawaan  2 

 

Pertama kali virus corona dari wuhan itu memasuki Indonesia virus ini 

mudah menyebar dan pada awal sulit dideteksi karena ciri-ciri nya sama dengan 

flu biasa oleh karena itu pada awalnya seluruh negara negara maju pun bingung 

mendeteksi virus ini , tetapi virus corona ini tidak separah yang dialami  manusia 

pada sebelum abad 21, wabah musuh yang tak kesat mata yang bisa memusnahkan 

setengah manusia seperti pada masa wabah black death atau wabah hitam  yang 

pernah terjadi pada pertengahan abad ke 14 yaitu pada tahun 1347 sampai dengan 

1351, hampir setengah populasi dunia hilang karena virus ini pertama eropa dan 

benua asia yang didatangi oleh virus ini. virus ini berasal dari tikus yang menetap 

di kapal-kapal para pedagang, para pedagang ini banyak bepergian ke negara-

negara lainnya sehingga virus ini menyebar karena manusia tidak akan mungkin 

tidak hidup jika tidak ada perdagangan.3

 
2Ellyionpranita,artikelviruscoronamasuk 

https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-

corona-masuk-indonesia-dari-januari diakses pada tanggal 5 februari 2021 pukul 20:00 
3 http://www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id/mobile/berita/baca/358/Penyakit-Yang-Pernah-

Menjadi-Wabah-Di-Dunia  diakses pada tanggal 5 februari 2021 pukul 20:35 

https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari
https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari
http://www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id/mobile/berita/baca/358/Penyakit-Yang-Pernah-Menjadi-Wabah-Di-Dunia
http://www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id/mobile/berita/baca/358/Penyakit-Yang-Pernah-Menjadi-Wabah-Di-Dunia
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 Virus ini dapat menyebabkan kerusakan di pernafasan ringan seperti flu, 

Dan juga virus ini bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru 

paru pnenomia, virus ini menular melaui percikan atau droplet dengan saluran 

ruang tertutup yang ramai ada orang, baik dengan kontak lansung maupun kontak 

lansung. 

Hal tersebut membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk 

meberlakukan lockdown dalam rangka mencegah persebar virus corona, virus ini 

sangat menular dan persebarannya sangat mudah hampir semua Negara termasuk 

Negara dunia besar termasuk Indonesia hanya dalam kurun waktu 6 bulan 

Penduduk Indonesia sudah mecapai 174.196 kasus dan yang meninggal 125.159 

orang. 

Pada hakikatnya, manusia selalu mempunyai masalah yang tidak dapat 

terelakan dari jaman manusia mengenal dan menetap di suatu tempat. manusia 

selalu di hadapkan dengan 3 hal yaitu perang,kelaparan,wabah, 3 hal ini lah yang 

selalu menghantui manusia dari masa ke masa, memasuki abad 21 ini perang dan 

kelaparan bisa diatasi oleh manusia sekarang manusia malahan banyak meninggal 

karena obesitas dan juga peperangan bisa diatasi dengan baik karena negara-

negara maju sekarang pandai menahan diri oleh karena itu perang dianggap kuno 

yang susah di taklukan adalah wabah-,wabah selalu membuat kejutan-kejutan baru 

di manusia dimana suatu penyakit baru ditemukan dan tidak ada obat penawarnya 

walaupun sains sudah sangat mendukung  manusia selalu saja di salip oleh 

perkembangan penyakit baru yaitu virus-virus yang belum ada obatnya4 

 

  Virus ini lahir dari peradaban manusia yang semakin maju dimana  

manusia membuat berkumpul dan Bertani sehingga virus lahir dan menjadi virus 

endemic. 

 
4  Yova Noan Harari, homo deus, alvabet ,navir camada, 2018 hlm 11 



4 
 

 
 

Gelombang virus ini corona ini  dinamakan sindrom pernafasan timur tengah virus 

ini ditemukan dan diidentifikasi di arab Saudi pada tahun 2012 sumber virus ini 

adalah unta dan belum bisa dipastikan dari unta tetapi sudah dapat dipastikan 

bahwa yang menyebarkan nya adalah dari manusia-manusia di fasilitas kesehatan. 

Virus ini pada umumnya menyebabkan penyakit parah pada orang lanjut 

usia orang dengan kekebalan tubuh lemah ,serta yang memiliki penyakit kronis 

seperti gangguan ginjal,kanker gangguan paru dan diabetes.Sejak September ada 

27 negara di asia afrika eropa amerika  melaporkan kasus mers .wabah besar yang 

terjadi di arab Saudi ,uni emirate arab dan korea selatan,meski wabah mers 

berhenti kasus mers masih terus terjadi hingga kini dilaporkan 2494 kasus positif 

mers dengan 858 kematian.5 Wabah terbaru pun terjadi sejak akhir tahun 2019 

inilah cikal bakal jika menyebutnya dengan corona yang selalu terngiang di kepala 

kita, bermula di wuhan virus yang diduga bersumber dari kelelawar yang menular 

hewan lain sebelum melompat ke manusia pada saat di pasar wuhan orang menjual 

kelelawar untuk dimakan sehingga virus ini berpindah dari hewan ke manusia .  

Virus ini memiliki bentuk seperti virus mers pada umunya tetapi virus ini 

memiliki keunikan tersendiri yaitu memiliki bentuk seperti mahkota yang 

memiliki banyak cabang   yang melakukan penyebaran melalui cabangnya ini 

yang diterbangkan di udara .

 
5NPvigate,”mers”https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Middle

_East_respiratory_syndrome&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search diakses pada 

tanggal 5 februari 2021  pukul 21:45 

https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search
https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search
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Meski bentuk nya mirip virus ini memiliki perbedaan karakter sehingga 

dinamakan sars cov 2 yang menyebabkan covid-19 atau penyakit virus corona. 

Sebagaimana infeksi corona lain tampilan klinisnya dari tanpa gejala gangguan 

pernapasan ringan, pneumonia, sampai gangguan pernapasan parah, gagal ginjal, 

serta kematian, penularan lewat percikan penularan juga lewat percikan cairan dari 

bersin dan batuk masa inkubasi 2-14 hari, masa inkubasi adalah pathogen 

menimbulkan gejala pada inangnya, dan tampak hari ke 5.6 

Pengendalian wabah covid-19 sangat tergantung dari kewaspadaan, 

kesigapan dan kesiapan infratsruktur kesehatan sejak dari menajemen pemerintah 

pusat dan dareah dalam menerapkan upaya kesehatan masyarakat sehingga 

fasilitas dan tenaga kesehatan dalam merawat penderita.7 

Pada dasarnya manusia selalu dihadapkan dengan wabah-wabah 

mematikan sejak dulu pes, kolera, flu spanyol, flu asia, flu hongkong, hiv aids, 

sars, flu babi dan ebola wabah yang disebabkan oleh virus-virus ini tidak 

selamanya di menangkan oleh para virus ini manusia sudah sering menang dengan 

virus-virus ini contohnya ebola sudah tidak ditemukan lagi yang terkena ebola , 

flu babi yang dinyatakan hanya menular untuk hewan saja,kolera yang sudah 

ditemukan vaksin,ebola yang sudah bisa dikendalikan oleh WHO dengan 

menlockdown total masayarakat yang terkena, dan sebagainya.  

Tetapi manusia masi saja belum bisa mengalahkan hiv aids karena 

membunuh secara perlahan- lahan tapi pasti oleh karena itu hiv aids adalah virus 

yang berbahaya.

 
6 Ibid 5  
7M Nur s,Hrawati ,”Aspek Hukum Keselamatan kerja (k3) Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan” 

Majalah Hukum NasionalVolume 50 Nomor 2 Tahun 2020 hlm.165 
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Setelah mengetahui kilas balik perang wabah dan manusia, saya ingin 

mengingatkan kembali tokoh utama kita yaitu virus corona pada sejarahnya virus 

corona pertama kali ditemukan pada tahun 1965 saat dari rumah sakit Harvard, 

inggris mengisolasi virus dari saluran pernafasan orang dewasa dengan flu biasa, 

pada November 2005 jefreey s kahn dan Kenneth machintodh menyatakan bahwa 

corona menimbulkan infeksi saluran pernafasan berupa pnenuomia. 

 Pada bayi dan anak virus ini menjadi wabah pada tahun 2002 dan 2003 

virus ini belum melakukan evolusi sebelum menjadi sars cov 2 dimulai dari negara 

china dan tersebar di asia,eropa ,amerika utara dan amerika selatan ciri-ciri virus 

ini sama seperti pada influenza pada umumnya oleh karena itu persebaranya juga 

bisa dari hewan dan ke manusia melalui percikan cairan bersin dan batuk serta 

tinja pada umunya terjadi di fasilitas kesahatan setelah dilakukan pengendalian 

yang tepat virus sars mereda.8 

Berbicara mengenai Virus ini di Indonesia terdapat garda terdepan dalam 

penanganan virus ini salah satunya adalah tenaga Kesehatan. Definisi tenaga 

kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan 

serta memiliki pengetahuan yang terampil melalui Pendidikan di bidang kesehatan 

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk memerlukan upaya 

kesehatan9 

Tenaga Kesehatan sejatinya diharapkan dapat membantu pasien 

dimanapun dia berada jaka sedang bertugas karena tenaga Kesehatan adalah 

tenaga yang mulia dimana pasien covid 19 dirawat oleh tenaga Kesehatan oleh 

karena itu diharapkan tenaga Kesehatan dilindungi dengan semestinya . 

 

 
8Ani mardatila,”artikel sejarah perkembangan virus corona” 

https://www.merdeka.com/jateng/sejarah-perkembangan-virus-corona-dari-masa-ke-masa-

kln.html diakses pada tanggal 5 februari 2021 pukul 21:00 
9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 

ayat (1) Lembaran Negara NO.5063 , Tahun 2014 

https://www.merdeka.com/jateng/sejarah-perkembangan-virus-corona-dari-masa-ke-masa-kln.html
https://www.merdeka.com/jateng/sejarah-perkembangan-virus-corona-dari-masa-ke-masa-kln.html
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Tenaga kesehatan di kelompokan sebagai berikut: 

a) tenanga psikologis  

b) tenaga keperawatan  

c) tenaga kebidanan. 

d) tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker  

e) tenaga kebidanan   

f) tenaga kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemolog 

kesehatan tenaga, promosi kesehatan, dan ilmu perilaku, 

pembimbing kesehatan, tenaga biostatiskik dan kependudukan 

serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga,  

g) tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi terdiri dari atas 

nutrisionis dan detisien,  

h) tenaga keterapian fisik  

i) tenaga kesehatan lingkungan  

j) tenaga gizi  

k) tenaga keteknesian medis 

l) tenaga Teknik mediomedika  

m) tenaga kesehatan tradisional, 

n) tenaga kesehatan lain 10 

Dokter dan perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat 

sebagai pelaksana normatif   Kewenangan   dokter   dalam menjalankan tugas dan 

profesinya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran11 

Peranan tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi 

masyarakat tentunya banyak sekali tantangan dan kendala yang dihadapi, 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga Kesehatan yang gugur akibat 

terkena dampak Covid-19, sebanyak 647 tenaga kesehatan telah gugur 

tenaga kesehatan ini mempunyai hak, Secara umum hak adalah tuntutan 

seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai 

dengan keadilan, moralitas dan legalitas 12

 
10Bernadetha,u”bedatenagamedisdantenagaKesehatan” 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eaa9a59e79a5/tenaga-medis-dan-tenaga-

kesehatan-itu-berbeda di akses tanggal 5 februari 2021 pukul 20:00 
11Anak agung,I Nyoman Putu,2020,maret 2019 ,” perlindungan hukum bagi profesi perawat 

terhadap pelaksanaan perawat”,Denpasar-bali Indonesia hlm 17 
12 Sofyan Lubis., Mengenal hak Konsumen dan Pasien. Pustaka Yustisia , Yogyakarta ,2009, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eaa9a59e79a5/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-itu-berbeda
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eaa9a59e79a5/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-itu-berbeda


8 
 

 
 

Karenanya menurut hemat penulis perlunya perlindungan hukum bagi 

tenaga Kesehatan yang menangani langsung pasien covid-19. Disini juga penulis 

akan mengaitkan antara perlindungan hukum atas keselamatan dan Kesehatan 

kerja bagi tenaga Kesehatan dari sudut hukum ketenagakerjaan dan hukum 

Kesehatan.  

Selain itu juga untuk memastikan hukum tenaga kesehatan dibentuklah 

konsil Tenaga kesehatan Indonesia (KTKI) yang terdiri dari konsil masing-masing 

tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang 

Konsil Tenaga Kesehatan bahwa Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan 

praktik wajib memiliki surat tanda registrasi (‘STR’) dengan syarat.memiliki 

Izajah Pendidikan di bidang Kesehatan memiliki sertifikitat kompetensi atau 

sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat 

pernyataan telah mengucapkan janji¬-janji profesi dan membuat pernyataaan dan 

mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. 

Berbicara mengenai tenaga Kesehatan , adalah termasuk tenaga medis 

tetapi ada perubahan paradigma yang terjadi di Indonesia dengan diterbitkannya 

Putusan Makamah konstitusi Nomor 82/PPU-XII/2015 tenaga medis terdiri atas 

dokter.,dokter gigi,speasialis digolongkan  oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2014 Tentang Tenaga Kesehatan sebagai tenaga kesehatan tetapi semenjak ada 

pertimbangan Putusan Makamah konstitusi Nomor 82/PPU-XII/2015 karena 
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dokter dan dokter gigi dapat melakukan intervensi medis teknis dan intervensi 

bedah tubuh manusia yang tidak dimiliki  jenis tenaga kesehatan lainnya yang 

dilakukan secara mandiri, tenaga medis berbeda dengan tenaga vokasi lainya  yang 

sifat pekerjaanya adalah pendelegasian wewenang dari tenaga medis , profesi 

kedokteran tidak dapat digabungkan dan disamaratakan degan profesi lainnya , 

setelah dikeluarkan amar putusan mahkamah konstitusi   

Tenaga kesehatan inilah sebagai pahlawan dalam menghadapi covid-19 ini 

di tahun 2020 ini, mereka mengorbankan waktu, tenaga, keringatnya agar pandemi 

ini bisa terkendali di Indonesia maka diperlukan suatu perlindungan   dijamin 

negara bahwa tenakes ini dilindungi hak-haknya dalam bekerja karena mereka 

bekerja sangat beresiko tinggi dimana nyawa adalah taruhannya 

 Di Indonesia tenaga kesehatan dan tenaga medis berjumlah 17.901 yang 

sedang memerangi covid dan yang meninggal sudah 237 jiwa , kesehatan 

manusia adalah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai 

dengan cita cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya Indonesia telah menjamin 

masyarakat nya karena tujuan nasional adalah melindungi sengenap 

bangsanya  dan ikut pada perdamaian dunia 13 

Dalam kinerjanya tenaga Kesehatan melaksanakan kegiatan pelayanan 

yang komprehensif. setiap tenaga Kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus 

bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur 

 
13Edityaep,”doktermeninggalkarenacovid”https://www.liputan6.com/health/read/4447499/237-

dokter-di-indonesia-meninggal-karena-virus-corona-covid-19, diakses pada tanggal 4 april 2021 

pukul 5:00 
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operasional yang berlaku, etika profesi, standar pelayanan, standar prosedur 

operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan 

mengutamakan keselamatan pasien, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, Pasal 

13 ayat 3.14 

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi 

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak Sesuai 

aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 

Perlindungan hukum harus didapatkan oleh semua elemen masyarakat 

yang ada di Indonesia itu karena sebagai cita-cita bangsa Indonesia terutama 

tenakes yang tergabung dalam dalam gugus tugas percepatan penaganan covid-19 

yang ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang direvisi dengan 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang menempatkan tenaga medis dan 

tenaga kesehatan sebagai unsur utama dalam mengahadapi virus covid-19 ini. 

Ketersediaan pelayanan kesehatan dan peralatan medis menjadi faktor 

penting yang yang dapat menentukan keberhasilan penanganan covid 19 ini. Di 

tengah keterbatasan dan layanan kesehatan dan fasilitas medis, tenaga kesehatan 

meiliki resiko yang tinggi dalam menagani pasien covid-19 ini ikatan dokter  

 
14 Sri Yani.Sabir Alwy , Mappeaty Nyorong,2020,juli 2020,”perlindungan hukum perawatan 

dan pelimpahan pada Tindakan kedokteran “ universitas hasanudin 
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Indonesia (IDI) menyebutkan bahwa 237 jiwa sudah meninggal saat 2 januari 

2021 mungkin akan bertambah lagi. 

Masih tingginya kasus covid 19 indonesia pun semakin rentan nasib para 

tenaga Kesehatan (tenakes) dan tenaga medis di Indonesia, silih berganti 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun masi saja di Indonesia mengalami 

kelonjakan kasus sekarang hari ini saja covid di Indonesia berjumlah 11.749 kasus 

positif data ini dipublikasikan di bnpb pada tanggal 5 februari 2021 itu di seluruh 

Indonesia, belum lagi kita menyoroti pulau jawa contoh saja di Jakarta pada 

tanggal 5 februari 2021 menjadi 3.340  terbanyak dalam satu hari .15 

Ditemukan juga di jawa barat dengan 2.117 kasus disusul dengan jawa 

tengah 1.884 dari 34 provinsi pulau jawa adalah pusatnya angka 

kesembuhan 9.584 jumlah yang meninggal 31.128 orang, total hari ini di 

akumulasikan keseluruhan menjadi 1.134.854 kasus positif corona dan 

yang sembuh 926.980 dan total angka kematian 31.128 orang angka angka 

ini bukanlah angka angka ini adalah nyawa orang bukan hanya statistic 

untuk dilihat. 

Banyak rumah sakit yang penuh terutama di pulau jawa karena terjadi 

lonjakan 11 ribu pasien setiap harinya yang harus di rawat oleh nakes dan tenaga 

medis, resiko dokter perawat maupun tenaga kesehatan lainnya pun sangat tinggi 

untuk terpapar covid 19, resiko ini bisa terjadi di fasilitas layanan kesehatan yang 

menjadi rujukan penanganan covid-19 maupun pada fasilitas layanan kesehatan 

 
15   Detik news, tambah 11.749, https://news.detik.com/berita/d-5362765/tambah-11749-kasus-

corona-di-ri-5-februari-jadi-1134854 diakses pada tanggal 5 februari 
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yang menjadi rujukan penanganan covid-19 maupun fasilitas kesehatan yang 

bukan penanganan covid-19. 

 Lonjakan pasien yang selama ini terus naik disebabkan dengan adanya 

libur tahun baru pada 1 januari dan tahun baru imlek pada tanggal 12 februari yang 

dimana orang-orang berkunjung dan berkumpul di tempat yang ramai, belum tentu 

mereka mentaati prokes yang memadai sehingga banyak pasien-pasien baru yang 

bermunculan terkena covid 19. 

 Setiap pasien yang terkena covid 19 akan di arahkan ke rumah sakit 

rujukan yang dikenakan untuk covid 19 Kemenkes  menetapkan 755 rumah sakit 

yang tersebar  di seluruh wilayah Indonesia yang dapat berubah dan berkembang 

dan juga pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan seperti wisma atlet 

kemayoran yang berbasis di Jakarta dan wisma jakabaring di Palembang peraturan 

sarana untuk pasien-pasien yang dirawat, peraturan  Menteri Kesehatan kmk 

hk.01.07/menkes/169/2020 sebagai penetapan rumah sakit rujukan 

penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu. 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 

Republik Indonesia Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan 

Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, bertujuan untuk 

mengantisipasi dan menangani penyakit yang dapat menimbulkan wabah 

dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang 

meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga 

menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.16 

 
16 Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/menkes/169/2020 penetapan rumah sakit 

rujukan pengangguran penyakit infeksi emerging tertentu 
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Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang “Penetapan Rumah Sakit Rujukan 

Peraturan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu adalah pelaksanaan ketentuan pasal 

2 ayat (2) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang 

Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Sehingga 

Diperlukan system yang teringrasi secara nasional.17 

Rumah sakit ini di peruntukan untuk orang-orang terkena covid-19 agar 

orang-orang yang terkena covid dibedakan dengan orang biasa agar orang-orang 

tidak terkena ikut terkena covid dan juga agar tekanes mudah mengontrol pasien 

covid 19. 

Fasilitas layanan kesehatan terutama rumah sakit merupakan jenis industry 

dengan karateristik khusus diantaranya jumlah tenaga kerja yang banyak 

pengunaan teknologi tinggi, frekuensi pekerjaan yang terus menerus keluasaan 

akses masyarakat atau bukan pekerja ntuk masuk rumah sakit. 

Karakteristik tersebut menunjukan semakin kompleknya resiko pekerjaan 

tenaga kesehatan yang sedang menghadapi covid-19 yang virus 

penyebaranya sangat sulit dikendalikan dan virus ini perseberanya sangat 

besar melalui udara. Dimensi keselamatan kerja dan kesehatan kerja (k3) 

rumah sakit tidak terletak kepada pekerja di rumah sakit saja. namun 

paparan resiko pekerjaan rumah sakit juga bisa menjangkau pada 

masyarakat dan lingkungan.18 

Oleh karena itu Resiko-resiko  yang sangat besar ditanggung oleh tenaga 

Kesehatan tersebut seperti pandemi covid-19 ini menjadi pentingnya k3 

pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit karena k3 

 
17 Peraturan Menteri kesahatan pasal 2 ayat (2) tentang pembebasam penyakit biaya infeksi  
18 M nur s , herawati aspek , hukum dan kesehetan kerja bagi tenaga medis saat pandemi ,hlm 

168 
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menurut perspektif ketanagakerjaan harus diperhatikan, Ketanagakerjaan 

di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, hukum Ketenagakerjaan mengatur tentang 

segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, 

selama dan sesudah kerja di dalam rumah sakit ini juga terjadi 

kesinambungan antara tenakes (perawat ) dan tenaga medis  ( dokter ).19 

Dalam Undang Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 27 ayat 2 “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

layak bagi kemanusiaan “Inilah dasar hukum ketenagakerjaan nanti bahwa 

disebutkan warga negara Indonesia berhak dengan pekerjaan dan penghidupan 

yang layak sehingga pemerintah berperan untuk melindungi pekerjanya.20 

Hak pekerja atas k3 telah dijamin dalam Undang-Undang No 13 Tahun 

2003 aspek Hukum keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ketenagakerjaan Pasal 86 

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja/buruh 

mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. 

Upaya K3 ditujukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan 

derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, 

pengobatan, dan rehabilitasi. K3 memiliki peran, pertama, menciptakan 

lingkungan kerja yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan 

kuantitatif. Kedua, menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga dan 

masyarakat sekitarnya melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitative. 

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pengertian 

Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan 

kecelakaan kerja keselamatan. dan kesehetan kerja (k3) adalah segala kegiatan 

 
19 Sri Yani,Sabir Alwy , Mappeaty Nyorong ,2020 , juli 2020,” perlindungan hukum perawatan 

dalam pelimpahan pada Tindakan kedokteran” universitas hasanudin,hlm 19 
20 Undang-Undang No 13 tahun 2003 pasal 86 ayat 1 tentang keselamatan kerja, Lembaran 

Negara No 1, tahun 1970 
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untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melaui 

upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja (k3) adalah  sebuah ilmu untuk 

anstisipasi rekoginis evaluasi dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat 

kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta 

dampak yang mungkin yang bisa dirasakan oleh komunitas21 Pada awalnya 

pengaturan k3 di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tetapi 

sekarang pengaturan k3 di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketanagakerjaan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar pengatur 

hubungan ketenagakerjaan saat ini k3 ditegaskan sebagai pekerja dan pada sisi 

lain menjadi karyawan dan menjadi kewajiban pengusaha pada untuk memenuhi, 

Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) 

(1) Setiap pekerja/ Buruh mempunyai hak untuk mendapatkan 

perlindungan atas:   

a. keselamatan dan kesehatan kerja 

b. moral dan kesusilaan dan  

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai  

nilai agama.  

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 

produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan 

kesehatan kerja” 

 
 

21 M nur s , herawati aspek , hukum dan kesehetan kerja bagi tenaga medis saat pandemi,hlm 

169 
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Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur sebagai 

berikut: “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan” 22 

 

Pengertian k3 sendiri keselamatan, Kesehatan kerja pada kesehatan kerja 

sendiri mempunyai definisi cabang ilmu sendiri sehingga pada hukum 

keselamatan dan Kesehatan kerja pada definisinya Kesehatan kerja bagian ilmu 

Kesehatan , Kesehatan kerja diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bab XII, karena peraturan-peraturan dan 

usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari kejadian atau keadaan perburuhan yang 

merugikan atau dapat merugikan Kesehatan dan keseuaian dalam seseorang itu 

melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja. 23  

Terdapat satu bab yang khusus mengatur tentang kesehatan kerja yaitu 

pada Pasal 164 sampai dengan Pasal 166 yang dimana Undang-Undang Kesehatan 

tersebut mengatur pekerja atau pemberi pekerja perusahaan, majikan dalam upaya 

menjaga menangani dan Kesehatan di tempat kerja. 

Hukum Kesehatan sendiri di artikan Leenen  hukum kesehatan, sebagai : 

seluruh ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan bidang 

pemeliharaaan kesehatan dan ketentuan-ketentuan dari bidang-bidang 

hukum lain seperti hukum pidana, perdata dan administrasi yang dapat 

diterapkan dalam hubungannya dengan pemeliharaan kesehatan; di 

samping itu pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi 

 
22 Ibid hlm 18 
23 Abdul Rahmad  Budiono ,hukum perburuhan di Indonesia ,Jakarta, PT.Raja Grafindo 

Persada ,1999 ,hlm .188 , 
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yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan; juga hukum otonom, 

ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum kesehatan.24 

Kesehatan pekerja harus dilindungi meliputi keadaan pekerja harus sehat 

mental, fisik, social dalam pekerjaannya Nakes mempunyai sumber bahaya 

Kesehatan yaitu di faktor biologis yang berupa bakteri atau virus. 

Kaitan Kesehatan dan keselamatan kerja dalam perpektif hukum 

ketenagakerjaan dan perspektif hukum kesehatan itu sangat erat sekali walaupun 

mempunyai cabang ilmu masing masing merka terkait satu sama lain jika 

keselamatan kerja sudah terlaksana dengan baik maka Kesehatan kerja pun akan 

tercapai demi melindungi tenaga kerja yang sedang bekerja di lapangan. Terutama 

Tenaga Kesehatan yang sedang menghadapi pandemi covid-19 yang harus 

dilindungi pemerintah. 

Selain itu juga pemerintah harus memenuhi hak tenaga Kesehatan yang 

sedang menjalan praktiknya di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 

Tahun 2014 Pasal 57. 

Hingga kini di lapangan masih banyak terjadi tenaga medis dan Kesehatan 

terpapar covid-19 mengingat peran mereka begitu penting di masa pandemi ini, 

pemerintah telah mengatur di Undang Undang tentang jaminan perlindungan 

tenaga medis dan Kesehatan dalam kondisi normal maupun darurat meliputi 

sebagai berikut:  

 

 
24 Leenen, Pelayanan Kesehatan dan Hukum, Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, 

Binarupa Aksara, Jakarta, 1996,hlm.17 
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a. Pemberian penghargaan 

  

b.Perlindungan  

c. Pendayaan gunaan atas Kesehatan  

d.Jaminan kecelekaan kerja 25 

Hak-hak tersebut harusnya sudah pemerintah penuhi di masa pandemic ini 

selain keselamatan kerja hak-hak yang disebutkan di atas adalah hak yang harus 

dipenuhi pemerintah karena sebagai negara hukum pemerintah menjamin warga 

negaranya sesuai konstitusi yang kita tetapkan yaitu Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 

Walaupun sudah ditemukan vaksin tetapi keselamatan kerja para tenakes 

harus diutamakan, selama masa pandemic ini rumah sakit berada dalam resiko 

yang sangat tinggi akan terjadinya penyakit akibat kerja (pak) dan kecelakaan 

akibat kerja (kak) akibat covid-19. Sejumlah undang-undang telah mengatur 

tentang jaminan perlindungan terhadap tenaga medis dan kesehatan pada saat 

menjalankan tugasnya dalam kondisi normal maupun kondisi darurat yaitu 

Undang-Undang 57 Tentang Tenaga Kesehatan 36 Tahun 2014. 

Penerapan k3 pada masa pandemi ini perlu diperhatikan serius oleh rumah 

sakit dan pemerintah dan juga dari perusahaan atau pemberi kerja, pendampingan 

pemerintah diperlukan terkait pelaksaan k3rs dan ppi rumah sakit karena hal 

 
25 Rachman Haryadi ,2020, husbintek,” Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus 

TugasPercepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi 

Negara” Jakarta hlm 20 
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tersebut juga sebagai tanggung jawab pemerintah dengan melakukan perumusan 

di luar bpjs untuk para tekanes yang terkena PAK. (penyakit akibat kerja) 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menjadikan 

penulisan Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA 

KESEHATAN (NAKES) PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM 

PERSPEKTIF KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA” 

B. Rumusan Masalah  

Beralaskan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang kali ini akan 

dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan di masa 

pandemi? 

2) Apa upaya hukum yang di lakukan oleh negara dalam memberikan 

perlindungan bagi tenaga Kesehatan (nakes)? 

 

C.Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian di antaranya adalah: 

1) Untuk menganalisis perlindungan hukum tenaga kesehatan (nakes) pada 

saat pandemi 

2) Untuk menganalisis upaya yang dilakukan negara dalam melindungi 

tenaga Kesehatan (nakes) pada saat pandemi covid 19 
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D. Manfaat Penelitian 

Dilakukan penelitian kali ini untuk dapat menghasilkan manfaaat: 

1. Secara teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

ilmu pengetahuan hukum administrasi negara, serta menjadi masukan 

dalam mengembangkadn bahan bahan perkuliahan yang telah ada .hasil 

penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam penegakan perlindungan 

hukum bagi tenaga kesehatan  

2. Manfaat praktis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah 

yang diteliti, dan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah 

untuk solusi perlindungan tenaga kesehatan di lapangan melaui undang 

undang yang sudah ada. 

E. Ruang lingkup 

Berdasakan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka ruang 

lingkup: Penelitian ini diantaranya perlindungan hukum atas tenaga kesehatan 

yang sedang menghadapi covid 19 sebagai garda depan ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketanagakerjaan  dan Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2011 tentang Cipta Kerja yang pada dasarnya berisi setiap bekerja 
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mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan kerja dan 

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun  2009 dan juga Undang-Undang No. 

57 Tentang Tenaga Kesehatan. 

Selain itu ruang lingkup penelitian ini mengenai apa saja upaya -upaya 

perlindungan yang sudah di lakukan pemerintah untuk memenuhi hak tenaga 

kesehatan pada saat pandemi ini, yang diamana kita ketahui posisi tenaga 

kesehatan sangat berisiko mengalami PAK (penyakit akibat kerja) 

F. Kerangka teori 

1. Teori Hak Asasi manusia  

Hak asasi manusia dikemukan oleh A. Mansyur Effendi adalah “hak dasar 

mutlak, kudus, suci yang pemberian tuhan yang maha esa yang dimiliki oleh 

setiap manusia serta menempel\melekat untuk selamanya”26. Pada Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap warga 

Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak 

hal ini terdapat dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak 

untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja. Di Indonesia konsep hak asasi manusia secara tegas 

telah diakui keberadaanya dalam UUD 1945 dan dilaksanakan oleh Negara 

di dalam masyarakat. Hak asasi tenaga kesehatan dijamin untuk kesehatan 

 
26 Effendi,  H.A. Mansyur, 1994. Dimensi dan  Dinamika  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum 

Nasional dan Internasional, Jakarta: Penerbit Ghalia, hlm 20 
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dan dijamin imbalan yang adil dalam UUD 1945 yang merupakan hak 

konstitusional. Dalam kaitanya dengan pekerja atau buruh perlindungan 

terhadap tenaga kerja kesehatan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 

tenaga kesehatan dan menjamin keselamatan karena tenaga Kesehatan adalah 

warga negara Indonesia, teori ham ini digunakan untuk manjawab 

permasalahan ke satu dalam penelitian ini. 

2. Perlindungan hukum  

Menurut Sajipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum” 27, peran serta tenaga kerja 

kesehatan dalam menghadapi pandemi nasional semakin meningkat dengan 

resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu 

kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan hukum, 

pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada giliranya akan 

dapat meningkatkan produktivitas kerja. Menyadari akan pentingnya tenaga 

kesehatan bagi masyarakat indonesia dan pemerintah maka perlu dilakukan 

pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatanya dalam menjalankan 

pekerjaan, demikian pula diperlukan usaha perlindungan tenaga kerja 

kesehatan agar mengurangi dari resiko yang akan terjadi dalam pekerjaanya 

 
27 Satjipto Raharjo,IlmuHukum, Bandung:PT.CitraAdityaBakti,2000,hlm.5 
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yang dijalani. Tujuan perlindungan tenaga kerja kesehatan yakni adalah 

menjamin kesejahteraan pahlawanan yang menangani garis depan. 

Perlindungan hukum tenaga kerja kesehatan sangat mendapat perhatian hal 

ini terbukti dalam beberapa perundang-undangan yang diantaranya terdapat 

dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan yaitu pada Pasal 86 yaitu bahwa tenakes atau pekerja rumah 

sakit memiliki hak atas perlindungan, teori perlindungan hukum ini untuk 

menjawab permasalahan ke dua 28 

G. Metode penelitian  

 

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan hukum 

yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

Penelitian Hukum yuridis normatif atau juga disebut dengan penelitian Hukum 

Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian 

hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif 

mengkaji dari berbagai aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab 

permasalah dalam penelitian. 

 
28  Theresia Louize Pesulima, Yosia Hetharie, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan 

Kerja Bagi tenaga Kesehatan akibat pandemi covid-19, Ambon ,2019, Hlm 283 
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1. Jenis penelitian  

 Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan 

penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian Hukum yuridis normatif 

atau juga disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau 

cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang 

ada.29  

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai aspek seperti teori-teori 

hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

yang berkaitan dalam menjawab permasalah dalam penelitian. 

2. Pendekatan penelitian  

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statutes Approach) 

Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

Pendekatan perundang-undangan atau statutes approach adalah pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang den regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

 

 
29 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 13-14. 
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b) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap 

doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu 

hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum 

dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan 

pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan 

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang 

relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.30 

c)  Pendekatan kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dimana peneliti mencoba 

membagun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi 

dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa 

hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini 

tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik 

terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 

 
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, 

Hlm. 93. 
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3. Sumber dan bahan hukum  

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder, tersier:  

a. Bahan hukum primer, diantaranya adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  

2. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003  

3. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  

4. Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Social 

Tenaga Kerja  

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan.RI, 

b. Bahan hukum sekunder yaitu segala kajian yang bersumber dari 

kepustakaan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

berupa buku jurnal hasil penelitian yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti  

c.  Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum artikel dan media 

massa  
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam 

penelitian ini adalah teknik kepustakaan (lybrary research). Pengumpulan 

bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum 

primer, sekunder, tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan 

metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari buku-

buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier yang telah dilakukan dengan permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5.Teknik Analisis Bahan Hukum 

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan 

badan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan 

dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis 

guna menjawab permasalahan yang diteliti. 

 

6.Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai 

dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan 



28 
 

 
 

atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah 

deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik kesimpulan suatu 

kesimpulan dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan-pertanyaan khusus 

dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional). 
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